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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1 Perkawinan sedarah merupakan perbuatan yang melanggar tiga kaidah sosial 

yang sepatutnya untuk dipatuhi. Mengenai hukuman tentang pemidaan terhadap 

jenis perkawinan sedarah maka dapat ditinjau ulang tentang tindak pidana yang 

masuk dalam golongan “kejahatan” yang mengandung unsur “kesalahan” dari 

pihak pelaku tindak pidana yaitu sebuah “kesengajaan” atau culpa. Arti dari culpa 

sendiri ialah kesalahan pada umunya. Kesahalan yang timbul dari kesengajaan 

atau tidak berhati-hati. Karenanya perbuatan perkawinan sedarah adalah jenis 

kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya serta dilakukan secara sadar. Dalam 

hal ini seharusnya keduanya mengerti dan memahami apabila dengan melakukan 

perkawinan sedarah adalah bentuk kesalahan yang melanggar berbagai aturan 

didaerah, adat dan negaranya. Untuk itu dalam konteks ini memerlukan jeratan 

sanksi hukum yang tegas, yang harus segera ada dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Perlu adanya hukum penitensier dimana segala peraturan positif 

yang mengenai strafstelsel dan matregelstelsel. Bagian yang menentukan jenis 

sanksi atas pelanggaran, beratnya hukuman, lamanya hukuman, serta tempak 

hukuman itu dilaksanakan
60

. Agar senantiasa negara mempunyai bentuk payung 

apabila dari perbuatan perkawinan sedarah menimbulkan korban. Perkawinan 

sedarah saat ini belum diatur di dalam KUHP karena di Indonesia masih 

menganggap bahwa perkawinan sedarah merupakan bukan perbuatan pidana. Saat 

                                                           
60

 E.Utrecht. Hukum Pidana II , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, Hal 268 

 



 

 

85 

 

ini di dalam KUHP hanya mengatur tentang perbuatan pencabulan, kekerasan 

terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah lainnya yang bukan 

perkawinan sedarah. Larangan mengenai perkawinan sedarah hanya diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 yang memiliki sanksi berupa 

pembatalan perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku. Perlu disadarinya 

bahwa dengan semakin dewasanya dunia maka sudah seharusnya Undang-Undang 

yang kita anut menyamakan apa yang sedang ramai terjadi dinegaranya. 

4.1.2 Bahwa perbuatan perkawinan sedarah saat ini di Indonesia belum dapat 

dikenai sanksi pemidanaan. Perkawinan sedarah saat ini hanya memiliki sanksi 

pembatalan perkawinan yang merupakan kategori sanksi batal demi hukum, hal 

ini diatur di Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kedepan apabila 

Rancangan Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana sudah disahkan maka 

perbuatan perkawinan sedarah dapat dikenai sanksi pidana.Bahwa terdapat 

kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana diperlukan 

sebuah pembaharuan mengenai presprektif tentang perkawinan sedarah. Agar para 

pembuat undang-undang dipersilahkan untuk mengkaji ulang permasalahan yang 

ada dalam perkawinan sedarah adalah bentuk permasalahan yang serius hingga 

perlunya hukuman yang tegas bagi pelakunya bukan hanya sekedar sanksi 

pembatalan nikah namun harus disertai dengan hukuman pemidanaan. Bahwa 

dalam kesempatan ini pula penulis memberikan pernyataan dengan menyetujui 

adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemidanaan 
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terhadap perkawinan sedarah serta penulis juga berharap agar Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat segera disahkan. 

4.2. Saran 

4.2.1 Agar terhadap pejabat pencatatan perkawinan untuk lebih teliti kepada calon 

mempelai pria dan mempelai wanita. Diharuskan membaca serta mengetahui 

dengan betul asal usul dan identitas kedua calon mempelai. Karena dengan 

diketahuinya kedua mempelai tidak memenuhi syarat serta rukun perkawinan 

maka sebuah perkawinan yang sah tidak akan dapat terlaksana begitupun dengan 

akta nikah tidak akan bisa tercetak dengan sempurna. Selain itu penulis juga 

merekomendasikan untuk menghimbau kepada pemerintah agar memberikan 

mandat secara tertulis dan tegas kepada seluruh petugas pencatatan perkawinan 

yang berwenang untuk memeriksa DNA kedua calon mempelai sebelum 

dilangsungkan perkawinan, tentu dengan prosedur yang sesuai dengan 

rekomendasi tempat berlangsungnya tes DNA. Hal ini bisa dilakukan karena 

dapat meminimalisir perkawinan sedarah agar tidak terjadi.  

4.2.2 Agar pejabat pembuat Undang-Undang dipersilahkan untuk mengkaji ulang 

permasalahan yang ada dalam perkawinan sedarah merupakan bentuk 

permasalahan yang cukup serius hingga sangat diperlukannya hukuman yang 

tegas bagi pelanggarnya. Dengan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengenai perkawinan sedarah dimana terdapat pasal yang 

mengatur tentang pemidanaan kepada pelaku perkawinan sedarah maka pelaku 

perkawinan sedarah tidak hanya menerima sanksi pembatalan perkawinan saja 

melainkan juga dipidana. Diperlukannya sanksi yang tegas bagi pelaku 
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perkawinan sedarah agar masyarakat lain yang melihat kejadian ini tidak 

membuat kesalahan yang sama dan teruntuk pelaku perkawinan sedarah 

diharapkan ia tidak mengulang hal yang sama dikemudian hari. Dengan demikian 

seseorang bisa hidup lebih baik dengan belajar dari masa lalu. Dalam pandangan 

penulis menyarankan kepada masyarakat luas bahwasannya sangatlah tidak etis 

melakukan perkawinan yang masih ada hubungan darah karena salah satu 

akibatnya adalah berakibat kepada anak turunannya. Bidang kesehatan melarang 

perkawinan sedarah karena kebanyakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang 

mempunyai ragam genetik cukup mirip dapat mengakibatkan anak itu cacat 

bawaan atau lahir dengan keterbatasan mental dengan kata lain kurang cerdas. 

Untuk itu alangkah lebih baik kita menyingkirkan nafsu yang menutupi diri kita 

agar dapat berfikir secara jernih bahwa masih banyak penduduk didunia yang 

bukan dilingkaran keluarga atau hubungan darah yang bisa dinikahi. 
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